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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Namun, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi sistem pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
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ABSTRACT

This study aims to examine the role of village governments in realizing good governance and identify the various challenges they face. The method used is a qualitative approach with a literature review.
The results of the study indicate that village governments have a strategic role in implementing the principles of transparency, accountability, participation, effectiveness, and the rule of law. However, various obstacles exist, such as limited apparatus capacity, low community participation, and a weak oversight system. Therefore, efforts are needed to increase the capacity of village officials, strengthen community participation, and optimize the oversight system to realize good village governance.
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PENDAHULUAN
Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Desa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek pembangunan yang secara langsung berinteraksi dengan kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan desa semakin diperkuat melalui pemberian kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan nilai-nilai lokal. Kondisi ini menempatkan desa sebagai aktor utama dalam pembangunan berbasis masyarakat (Community Based Development), yang menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
Peningkatan kewenangan desa tersebut membawa konsekuensi terhadap tuntutan profesionalitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa tidak lagi sekadar menjadi pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah, melainkan juga berperan sebagai perencana, pelaksana, sekaligus evaluator kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemampuan ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam kerangka tersebut, konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Good Governance mengacu pada sistem pengelolaan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Transparansi menuntut keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, terutama terkait pengelolaan anggaran dan program pembangunan. Akuntabilitas mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, serta supremasi hukum menjamin bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Meskipun secara konseptual prinsip-prinsip Good Governance telah menjadi acuan, implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, baik dari segi pendidikan, keterampilan administratif, maupun pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat yang masih rendah juga menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Di samping itu, tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Padahal, di era digital saat ini, penggunaan teknologi dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Kurangnya akses dan kemampuan dalam penggunaan teknologi menjadi hambatan tersendiri bagi sebagian desa, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya serta merumuskan upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran literatur dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian secara naratif, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif terkait peran pemerintah desa dan tantangan dalam penerapan Good Governance.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Peran tersebut terlihat dalam beberapa aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Dalam aspek transparansi, pemerintah desa mulai membuka akses informasi kepada masyarakat melalui papan informasi desa, musyawarah desa, serta media sosial. Pada aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, meskipun belum seluruhnya dilakukan secara optimal.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga mulai meningkat, terutama melalui forum musyawarah desa, namun masih terbatas pada kelompok tertentu. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, program pembangunan desa sudah cukup berjalan sesuai rencana, tetapi masih ditemukan kendala dalam pengelolaan sumber daya. Sementara itu, dalam aspek supremasi hukum, pemerintah desa pada umumnya telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat potensi penyimpangan akibat lemahnya pengawasan.
Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance
Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung kebutuhan serta permasalahan yang ada di desa. Peran tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum dalam setiap kegiatan pemerintahan. Transparansi dilakukan dengan membuka akses informasi kepada masyarakat terkait program kerja, penggunaan anggaran, dan kebijakan desa melalui berbagai media seperti papan informasi, musyawarah desa, maupun platform digital. Akuntabilitas ditunjukkan melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kegiatan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui pelibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, pemerintah desa harus mampu merancang dan melaksanakan program yang tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal agar memberikan manfaat maksimal. Sementara itu, supremasi hukum menjadi landasan penting agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan menciptakan pemerintahan yang tertib serta berkeadilan.
Tantangan dalam Mewujudkan Good Governance di Desa
Meskipun memiliki peran yang strategis, dalam praktiknya pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan Good Governance. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun pemahaman terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang baik. Hal ini sering menyebabkan pelaksanaan tugas belum optimal dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan pemerintahan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah juga menjadi kendala, karena tidak semua warga aktif terlibat dalam musyawarah desa atau proses pembangunan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan program yang dijalankan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Kurangnya transparansi dalam beberapa kasus pengelolaan dana desa juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan, baik dari internal desa maupun dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah, membuka peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Tantangan lainnya adalah terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi, terutama di desa-desa yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, padahal teknologi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Upaya Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan yang berfokus pada pengelolaan administrasi, keuangan, serta pemahaman prinsip-prinsip Good Governance. Selain itu, pemerintah desa perlu secara aktif mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas, membuka ruang dialog, serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa, termasuk kelompok perempuan dan masyarakat marginal. Penguatan sistem pengawasan juga sangat penting, baik melalui lembaga internal desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat, agar setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan. 
Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu ditingkatkan, misalnya melalui penggunaan website desa atau media sosial untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan cepat kepada masyarakat. Terakhir, peningkatan kesadaran hukum aparatur desa harus terus dilakukan agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
KESIMPULAN
Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi sistem pengawasan agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
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